
   

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR  430  TAHUN  2023 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN TANAH PEMERINTAH DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanahan berupa 

tanah milik pemerintah daerah dan tanah terdampak 

pengadaan tanah milik pemerintah daerah melalui 

persertifikatan tanah, perlu dibentuk Tim Pendaftaran 

Tanah Pemerintah Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Tanah Pemerintah 

Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://toniasui.wordpress.com/2011/10/28/mengapa-lambang-negara-kita-garuda-grafis-sangat-melekat-dalam-kehidupan-kita/&ei=iz5pVJ-PCcW8uATQr4KYDg&bvm=bv.79142246,d.c2E&psig=AFQjCNHQVM5SsP


  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6885); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2022 Nomor 13); 

  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PENDAFTARAN TANAH PEMERINTAH DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023. 

 

 

 

 

 

 

 



KESATU : Membentuk Tim Pendaftaran Tanah Pemerintah Daerah Tahun 

Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

KEDUA : Tim Pendaftaran Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas: 

a. melaksanakan koordinasi; 

b. menyiapkan kelengkapan berkas pensertifikatan berupa 

persyaratan administrasi dan data fisik;  

c. melaksanakan proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah 

Daerah dan Tanah terdampak pengadaan Tanah milik 

Pemerintah Daerah; 

d. membuat laporan hasil pelaksanaan pensertifikatan; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul 

dalam rangka Pensertifikatan Tanah. 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendaftaran Tanah 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2023. 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 11 Oktober 2023 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata 

Sasana) Kabupaten Bantul; 

5. Yang bersangkutan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 
 

 
 
 

 
 



LAMPIRAN  

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   430   TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN 

TANAH PEMERINTAH DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023 

 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 

NO 
JABATAN 

DALAM TIM 
JABATAN DALAM DINAS 

1 2 3 

1. Pengarah I Bupati Bantul 

2. Pengarah II Wakil Bupati Bantul 

3. Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

4. Wakil Ketua Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha 

Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul 

5. Anggota 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 

2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta 

Tata Sasana) Kabupaten Bantul 

  3. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti 

Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul 

  4. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bantul 

  5. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 

  6. Unsur Penata Pertanahan Muda Pemetaan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang 

ditunjuk 

 

 

 

 



NO 
JABATAN 

DALAM TIM 
JABATAN DALAM DINAS 

1 2 3 

  7. Unsur Surveyor Pemetaan Muda Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 

  8. Unsur Penata Kadastral Pertama Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 

  9. Unsur Penata Pertanahan Pertama Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 

sebanyak 3 (tiga) orang 

  10. Unsur Analis Hukum Pertanahan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 

sebanyak 2 (dua) orang 

  11. Unsur Analis Survei, Pengukuran dan 

Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bantul yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) orang 

  12. Unsur Surveyor Pemetaan Pertama Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 

sebanyak 3 (tiga) orang 

  13. Unsur Pengadministrasi Umum Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti 

Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul 

 

BUPATI BANTUL, 

 

 ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

 

 


